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Abstract. The development of Islamic financial institutions in Indonesia requires the
alertness of DSN-MUI in solving the problems that occur, especially related to product
innovation needed by the community. Therefore, DSN-MUI has affiliated parties that
will provide their services to Sharia banks or Sharia Business Units (UUS) in ensuring
the implementation of Sharia principles in Islamic banking activities in Indonesia,
namely the Sharia Supervisory Board (DPS) and the National Sharia Council (DSN).
The research method used in this research is a library research method with a
qualitative descriptive approach. With the use of the literature study data collection
method or library research, the author does not need to go directly to the field for data
collection, but only by taking various supporting reference sources, be it online
references or books to support the writing of this article. The result of this research is
that the author and readers can find out how the implementation of the Sharia
Supervisory Board (DPS) and the Sharia National Board (DSN) in realizing Good
Corporate Governance (GCG) in Islamic banking in Indonesia.
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Abstrak. Semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia
menuntut kesigapan DSN-MUI dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang
terjadi, terutama terkait inovasi produk yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu,
DSN-MUI mempunyai pihak afiliasi yang akan memberikan jasanya kepada bak-bank
Syariah ataupun Unit Usaha Syariah (UUS) dalammenjamin terlaksananya prinsip-
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prinsip Syariah dalam aktivitas perbankan syariah di Indonesia yaitu Dewan Pengawas
Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode penelitian studi kepustakaan atau library research dengan
pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan digunakannya metode pengumpulan data studi
kepustakaan atau library research, penulis tidak perlu terjun secara langsung ke
lapangan untuk pengambilan data, akan tetapi hanya dengan mengambil berbagai
sumber referensi yang mendukung baik itu referensi online ataupun buku untuk
mendukung penulisan artikel ini. Hasil dari penelitian ini yaitu penulis dan pembaca
dapat mengetahui bagaimana implementasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan
Dewan Nasional Syariah (DSN) dalam mewujudkan Good Corporate Governance
(GCQG) dalam perbankan Syariah di Indonesia.

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, Syariah.

LATAR BELAKANG

Islam adalah sistem kehidupan yang lengkap dan universal yang secara dinamis
dan sederhana mengatur semua aspek kehidupan, termasuk transaksi bisnis dan
keuangan. Keberadaan bank syariah dinilai masih cukup untuk bertahan bahkan terus
berkembang. Oleh karena itu, penyatuan prinsip dan praktik perbankan Islam adalah hal
yang paling mendasar dalam perbankan Islam.

Hal ini juga dapat menyebabkan peningkatan jumlah isu yang diterima oleh
Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang akan memperkuat posisi DSN-MUI dalam hal
inovasi produk yang diminta oleh masyarakat. Oleh karena itu, bank syariah harus
secara efektif melakukan tugasnya sesuai dengan praktik perbankan yang sah dan
prinsip-prinsip Islam dalam operasinya (Yusuf et al., n.d.). Untuk memastikan
penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan bank syariah, terdapat organisasi
afiliasi, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN),
yang bertindak sebagai perantara antara bank syariah dan unit usaha Syariah (UUS).
Departemen ini sepenuhnya berfokus pada penyediaan informasi waktu transfer bank
berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Pertiwi, 2019).

Ketika lembaga keuangan Islam berkembang, ada kebutuhan yang meningkat bagi
para sarjana untuk terlibat dalam pengembangan lembaga-lembaga ini. Majelis Ulama
Indonesia (MUI) membentuk Majelis Syariah Nasional (DSN), yang dianggap sebagai
sarana yang efektif untuk mendukung para sarjana dalam menangani masalah ekonomi
atau moneter. Selanjutnya, DSN diharapkan dapat menjadi promotor penerapan ajaran
Islam dalam kehidupan bisnis. Oleh karena itu, DSN terlibat aktif dalam merespon
perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan (Nuha, 2018).

Atas dasar ini, penelitian ini bertujuan untuk berbicara tentang tata kelola
perusahaan yang baik untuk mencerminkan peran dewan pengawas Syariah dan komite
Syariah nasional dalam industri perbankan Syariah (Anisa et al., 2023).

KAJIAN TEORITIS
1. Good Corporate Governance

Asian Development Bank (ADB) mendefinisaikan Good Corporate Governance
sebagai proses dan struktur yang memandu dan mengelola operasi dan tanggung jawab
perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai saham dalam jangka waktu panjang
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dengan selalu memperhatikan kepentingan pemangku dan kepentingan lainnya
(Syofyan, 2021). Good Corporate Governance dapat diartikan sebagai seperangkat
sistem yang mengatur, mengendalikan dan memantau proses pengelolaan bisnis suatu
perusahaan untuk mencapai nilai tambah, serta berkomunikasi dengan pemangku
kepentingan, karyawan, kreditur dan sekitarnya untuk menciptakan standar pengelolaan
lingkungan kerja yang bersih, transparan dan profesional.

Good Corporate Governance adalah proses atau mekanisme pengelolaan bisnis
yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang telah diterapkan dalam etika bisnis dan
budaya perusahaan (MUSLIH et al., n.d.). Penerapan Good Corporate Governance
dapat mendorong dan meningkatkan kinerja perusahaan serta nilai ekonomis bagi
investor dan pemangku kepentingan, persaingan yang sehat juga akan menjadi lebih
kondusif (Tugiantoro et al., 2022). Menurut pedoman umum Good Corporate
Governance Indonesia yang diterbitkan oleh KNKG pada tahun 2006, dalam prinsip
dasar Good Corporate Governance terdapat lima komponen utama yang diperlukan
dalam penerapannya yaitu; (1) transparency; (2) accountability; (3) responsibility; (4)
independency; (5) fairness. Tujuan dari penerapan Good Corporate Governance adalah
menciptakan nilai tambah yang diperuntukkan bagi para pihak yang berkepentingan di
perusahan (Puji Estuti et al., 2022).

2. Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang Susunan Pengurus DSN-
MUI No. Kep-98/MUI/III/2011 menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah
merupakan komite yang ada di lembaga keuangan syariah dengan bertanggungjawab
mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan
syariah. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas Syariah di Lembaga
keuangan syariah dilakukan sesuai dengan RUPS apabila telah mendapatkan
rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (Syahrial, 2022).

Dewan Pengawas Syariah dapat pula diartikan sebagai lembaga yang akan
digunakan untuk memastikan bahwa bank-bank syariah yang ada di Indonesai bekerja
sesuai dengan batas-batas hukum Islam (Mufarih & Abadi, 2023), mengetahui kerangka
dan batasan syariah, dan dapat meningkatkan kapasitas atas batas-batas yang sudah
ditentukan. Lembaga ini akan melakukan pengawasan terhadap prinsip-prinsip Syariah
dalam kegiatan perbankan Syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS) yang bertindak
secara independent dalam menjalankan fungsinya. Para ahli didalam badan Dewan
Pengawas Syariah harus dapat memastikan terwujudnya kepatuhan syariah atas segala
aktivitas yang dilakukan oleh perbankan Syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS)
(Taufiq, 2020).

3. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional merupakan badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) yang dimaksudkan untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi
pada aktivitas lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional memiliki peranan
yang sangat penting dalam menumbuhkembangkan penerapan nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian di Indonesia, termasuk perbankan syariah (Muhamad, 2020).

Menurut Halimatus Adiah, sebagai badan yang berada dibawah Majelis Ulama
Indonesia (MUI) , maka Dewan Syariah Nasional harus beranggotakan orang-orang
yang amanah dan bisa mempertanggungjawabkan atas formulasi hukumnya yang
bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi.

4. Perbankan Syariah
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Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah Pasal 1,
perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan Unit
Usaha Syariah (UUS). Oleh karena itu, setiap bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
(UUS) akan melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan dalam perbankan Syariah, baik terkait usaha, kelembagaan, ataupun proses
pelaksanannya (Misra et al., 2021).

Menurut Nur Wahid dalam bukunya yang berjudul Perbankan Syariah,
disampaikan bahwa perbankan Syariah merupakan segala sesuatu yang berkaitan
dengan bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencakup kegiatan usahanya,
kelembagaan, dan proses yang dilakukan dalam pelaksanaan aktivitasnya yang sesuai
dengan hykym-hukum Islam yang telah ditetapkan (Wahid, 2021).

Sebagai suatu lembaga yang harus melaksanakan tiga fungsi yaitu menerima
uang sebagai simpanan, mengeluarkan uang sebagai pinjaman, dan pengiriman uang,
maka dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan landasan hokum Islam dan
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh para ulama.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Untuk metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian studi
kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang
dilakukan dengan mengutip beberapa literatur terutama dari artikel-artikel yang
dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti. Dengan kata lain, penulis mengumpulkan data yang sifat dokumennya
berhubungan atau sama dengan masalah yang dibahas. Dengan menggunakan metode
pengumpulan data studi kepustakaan (library research), penulis tidak perlu terjun
secara langsung ke lapangan untuk pengambilan data, tetapi dengan mengambil
berbagai sumber referensi yang mendukung baik itu referensi online ataupun buku
untuk mendukung penulisan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang bertugas
melakukan pengarahan (directing), pemberian konsultasi (consulting), melakukan
evaluasi (evaluating), dan pengawasan (supervising) terhadap kegiatan bank syariah
dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi
(compliance) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan
syariah Islam (Syukron, 2012).

DSN sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI secara struktural berada
di bawah MUI. Sementara kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 9 PBI No. 6/24/PBI1/2004,
disebutkan bahwa: "DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia
yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk,
jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah (Wirdyaningsih et al., 2005a).

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) onlinel7 pengawasan adalah

penilikan dan penjagaan, pengawasan berasal dari perkataan awas yang berarti

memperhatikan dengan baik, waspada. Hal ini bermaksud memberi perhatian dengan
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dilihat lebih baik secara teliti dan menyeluruh, kegiatan pengawasan juga memberikan
laporan berdasarkan realitas tentang apa yang sedang diawasi.

Tugas DPS berdasar pada Keputusan DSN nomor 3 tahun 2000 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada Lembaga Keuangan Syariah, tugas utama
DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, agar sesuai dengan
ketentuan dan Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Menurut Keputusan DSN No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan
Majelis Ulama Indonesia, DSN bertugas sebagai berikut:

a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian
pada umumnya dan keuangan khususnya;

b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;

c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan

d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan pernyataan di atas, jelas bahwa DSN berwenang mengeluarkan
fatwa yang mengikat DPS dan bank syariah. Produk yang dikeluarkan DSN hanya
berupa fatwa sehingga tidak sah dari segi kepastian hukum. Karena fatwa sama saja
dengan pendapat hukum, boleh diikuti atau tidak. Fatwa MUI ini merupakan pendapat
para ulama, sehingga umat Islam harus mengikutinya. Dalam mengeluarkan fatwa, MUI
selalu menerapkan prinsip kewaspadaan.

Landasan dan Peraturan dalam Praktik Keuangan Syariah

Dasar hukum dibentuknya DPS serta DSN dan implementasinya dapat dilihat
dalam Q.S. At-Taubah (9): 105 . ) ) . o

a5V slae ) (5 i AT a&lae 45055 O 3ha 545 G50 55 ) ale i) gl 55 80s Ly K
d

Artinya: Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan
kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya
kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Dasar hukum menurut Peraturan Bank Indonesia, yang mewajibkan setiap bank
syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), antara lain:

1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang
Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.

2) Peraturan bank Indonesia No.6/24/PB1/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank
Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang
kemudian diubah dengan peraturan Bank Indonesia No.7/35/PB1/2005 tanggal 29
September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang
berdasarkan prinsip syariah.

3) Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan
kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum
konvensional.

Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) mengacu pada
proses dan struktur di mana organisasi perusahaan meningkatkan kinerja bisnis dan
tanggung jawab perusahaan, mewujudkan nilai pemegang saham jangka panjang, dan
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melindungi kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan undang-undang,
peraturan, dan nilai-nilai etika. Singkatnya, GCG mengacu pada prinsip-prinsip yang
merupakan proses dan mekanisme manajemen perusahaan berdasarkan undang-undang,
peraturan dan etika bisnis, mengikuti prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas,
tanggung jawab, profesionalisme dan kewajaran. Prinsip-prinsip penerapan GCG harus
konsisten dengan prinsip-prinsip integritas, etika perusahaan dan tata kelola perusahaan
untuk mencapai visi dan misi perusahaan (Yunina & Nisa, 2019).

Implementasi DPS dan DSN dalam Mewujudkan GCG

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi kepatuhan operasional
perbankan dan produk perbankan syariah dengan prinsip Syariah. Hal ini dikarenakan
transaksi bank syariah sangat istimewa dibandingkan dengan bank konvensional. DPS
diharuskan mengeluarkan pernyataan secara berkala (biasanya setiap tahun) bahwa bank
yang diawasinya beroperasi sesuai dengan hukum Syariah. Pernyataan tersebut
termasuk dalam laporan tahunan bank. Tugas lain dari DPS adalah meneliti dan
mengusulkan produk baru ke bank yang didukungnya (Maradita, 2014).

DPS harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan di semua aspek
dan di semua tingkatan perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip GCG diperlukan untuk
mencapai keberlanjutan di bank syariah dengan memperhatikan kepentingan nasabah
dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder) (Inayah et al., 2019). Penerapan lima
prinsip dasar GCG pada bank syariah dijelaskan secara rinci di bawabh ini, yaitu:

1) Prinsip Keterbukaan (Transparency).

Prinsip keterbukaan berarti bahwa bank syariah wajib memberikan
informasi yang tepat waktu, tepat, jelas dan akurat mengenai status dan prospek
operasional perbankan mereka. Orang yang relevan juga harus dapat dengan
mudah mengakses informasi ini sesuai dengan hak-hak mereka. Atas dasar ini,
mereka dapat menilai reputasi dan tanggung jawab bank syariah (Garini & Lubis,
2023).

2) Prinsip Akuntabilitas (Accountability)

Dalam hal akuntabilitas, bank syariah harus mengembangkan tanggung
jawab yang jelas untuk setiap komponen organisasi berdasarkan visi, misi, tujuan
bisnis dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi memiliki kemampuan
yang sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu, bank harus
memastikan adanya checks and balances dalam pengelolaan bank. Bank harus
mengukur kinerja di semua tingkatan terhadap tolok ukur yang disepakati dan
mengembangkan sistem penghargaan dan penalti berdasarkan nilai-nilai
perusahaan, tujuan bisnis dan strategi bank (Pratama, 2022).

3) Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility)

Bank syariah harus menjaga praktik perbankan yang hati-hati. Prinsip ini
harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar perbankan syariah
tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Bank juga harus mampu bertindak sebagai
warga korporat yang baik (Riyadi et al., 2023).

4) Prinsip Kemandirian (Independency)

Bank syariah harus mampu menghindari dominasi kelompok kepentingan
yang tidak wajar. Manajer bank tidak boleh membiarkan diri mereka dipengaruhi
oleh kepentingan sepihak. Bank syariah harus menghindari segala bentuk
benturan kepentingan. Dalam rangka memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip
GCQG, perusahaan harus dikelola secara independen agar berbagai badan hukum



Good Corporate Governance Sebagai Wujud Peran Dewan Pengawas Syariah
Dan Dewan Syariah Nasional
Di Perbankan Syariah

tidak saling mendominasi dan tidak tunduk pada campur tangan pihak lain
(Budiman, 2016).
5) Prinsip Keadilan (Fairness)

Prinsip keadilan bermakna bahwa bank syariah harus mempertimbangkan
kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan prinsip persamaan dan
keadilan (equal treatment). Namun, bank juga harus memberikan kesempatan
kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan saran bagi kemajuan
perbankan syariah (Nasution, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independent yang
ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan maupun lembaga
keuangan syariah dengan tugasnya untuk mengawasi kegiatan usaha pada lembaga
keuangan syariah. Pengawasan ini diperlukan agar kegiatan usaha tersebut berjalan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh
Dewan Syariah Nasional (DSN). Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN)
merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara
terstruktur berada di bawah Manjelis Ulama Indonesia (MUI) yang mana memiliki
kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara kegiatan usaha pada perbankan
Syariah ataupun perekonomian syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan
Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) ikut bertanggungjawab
dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG) yang mengacu pada proses dan
mekanisme di mana lembaga keuangan syariah di Indonesia harus berdasarkan fatwa
dan hukum Islam yang telah ditentukan. Dalam penerapan Good Corporate Governance
(GCG) pada bank syariah maka harus menerapkan lima prinsip dasar agar dapat
mencapai keberlanjutan aktivitas di bank syariah, yaitu: Transparency, Accountability,
Responsibility, Independency, dan Fairness.

Dalam mewujudkan Good Corporate Governance (GCG), Dewan Pengawas
Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) perlu memperkuat koordinasi dan
komunikasi guna untuk memastikan bahwa pengawasan dan implementasi prinsip Good
Corporate Governance (GCG) berjalan sinergis. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga
harus selalu aktif dalam pembentukan kebijakan oleh DSN supaya pemahaman
mengenai prinsip-prinsip Syariah yang harus diterapkan semakin meningkat. Selain itu,
evaluasi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) juga perlu dilakukan. Hal ini
dikarenakan dapat membantu mengidentifikasi perubahan dan memastikan bahwa
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terus diintegrasikan dalam
kebijakan dan praktik pada lembaga keuangan syariah.
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